BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR Q\ TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a.bahwa dalam rangka Kkesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana di Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 45
ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, maka perlu menyusun Rencana
Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal
Tahun 2022-2026;

_bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum

terhadap hasil Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026, maka
berdasarkan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor :
045/2143/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal
Permohonan Peraturan Bupati Kendal, perlu menetapkan
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten
Kendal Tahun 2022-2026 dengan Peraturan Bupati;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); '
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah — Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1096);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kendal.

4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
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manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit.

.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

. Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
masyarakat.

Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi
ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya
bencana yang ditandai dengan adanya informasi
peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini
yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan
terjadi di masyarakat.

Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman
bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan
ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun
eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan
kehidupan dan penghidupan sekelompok
orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan
darurat bencana untuk mengendalikan
ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak
yang ditimbulkan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Landasan Konseptual adalah sejumlah ciri yang berkaitan
dengan suatu objek dimana konsep diciptakan dengan
menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu
yang mempunyai ciri yang sama.
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Landasan Operasional adalah dasar hukum material yang
memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh
pemegang kekuasaan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyusunan Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-
2026 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyusun
pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan
implementasi dalam upaya penanggulangan kedaruratan
bencana di Kabupaten Kendal secara lebih terpadu dan
efektif.

Tujuan Penyusunan Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-
2026 adalah sebagai landasan konseptual, landasan
operasional, dan keterpaduan pelaksanaan dalam
penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten
Kendal.

BAB IlI

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

(1)

(2)

(3)

KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022-2026

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana
Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal
Tahun 2022-2026.

Sistematika Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana  Kabupaten  Kendal Tahun 2022-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. BABI Pendahuluan.

b. BABII Profil Wilayah.

c. BABIII  Penilaian/Bahaya/Ancaman & Risiko.
d. BABIV Penetapan Kebijakan dan Strategi.

e. BABV Perencanaan Operasional.

f. BAB VI Perencanaan Logistik.

g. BAB VIl Komando, Kendali, dan Komunikasi.
h. BAB VIII Rencana Tindak Lanjut.

i. BABIX Penutup.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 (Jeseier 2032

BUPATI KENDAL,

'
/\/‘/)‘/-l
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal J0 (eeroes 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEM KENDAL,

\

SUQIONO



